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B. CONTOH FORMAT  SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN  DAN
MENGINVESTASIKAN HARTA TAMBAHAN

SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN
HARTA TAMBAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Wajib Pajak @
NPWP e rreereerreer s eeeeeeeeeeee e

Alamat TP

Bertindak untuk dan at  as nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal
Wajib Pajak Badan) :

Nama Wajib Pajak @ o

NPWP L et e e e

Alamat TR

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan
Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang -Undang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada
Undang -Undang tersebut, saya menyataka n kesanggupan untuk
mengalihkan harta yang berada di  luar negeri ke dalam negeri dan untuk
menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi sebesar Rp ¢éeéé

dengan rincian harta sebagai berikut:

Nilai (Dalam
No. Kode Harta Nama Harta Mata Uang Nilai (Rp)
Asing)

paling lambat tanggal 31 Desember 2016 /31 Maret 2017

3. Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan di dalam
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wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling
singkat 3 (tiga) tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga
Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, atau

investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

4. Akan menyampaikan bukti pengalihan harta dan/atau bukti investasi
harta paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya sejak tanggal
pengalihan harta dan/atau realisasi inve stasi.

5. Akan menyampaikan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta
Tambahan setiap 6 (en am) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan
Harta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar -benarnya dan akan

saya laksanakan dengan seksama .

Ttd.
Wajib Pajak/ Wakil
Stempel

Meterai
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C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA
TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH
BERADA DI DALAM  WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE
LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Wajib Pajak @
NPWP PPN

Alamat TR

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal
Wajib Pajak Badan)

Nama Wajib Pajak e e,

NPWP L et e e e

Alamat TR

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataa n Harta untuk
Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang -
Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk tidak
mengalihkan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri

sebesar Rp €é€éé dengan rincian sebagai

Nilai (Dalam
No. Kode Harta Nama Harta Mata Uang Nilai (Rp)
Asing)

beri

Kk
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TOTAL

3 (tiga) tahun sejak menerima Surat Keterangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar -benarnya dan akan

saya laksanakan dengan seksama .

Wajib Pajak/  Wakil
Stempel

Meterai
Rp.
6000

(Nama Jelas)

"""""""

eeeeeeeeeeeeec



- 62 -



D. CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG

NAMA W AJIB PAJAK
NPWP
A. HARTA BERSIH YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR
A.1. NILAI HARTA YA NG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

- 63 -

DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG

NO

KODE
HARTA

NAMA
HARTA

TAHUN
PEROLEHAN

NILAI YANG
DILAPORKAN
DALAM
SPT PPh
TERAKHIR
(RUPIAH)

INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA

LOKASI HARTA

NEGARA*| ALAMAT

ATAS
NAMA

JENIS
DOKUMEN

NPWP

NOMOR
DOKUMEN

JUMLAH/
KUANTITAS

SATUAN

KETERANGAN

SUBTOTAL (A.1)




A.2. NILAI UTANG YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh
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TERAKHIR
NILAI YANG INFORMASI UTANG
DILAPORKAN [ LOKASI PEMBERI
BENTUK
KODE | JENIS | TAHUN DALAM UTANG NAMA TERKAIT
NO DOKUMEN AGUNAN
UTANG | UTANG |PEMINJAMAN|  SPT PPh PEMBERI | NPWP PEROLEHAN KETERANGAN
PENDUKUNG YANG
TERAKHIR |NEGARA®| ALAMAT| UTANG HARTA
DIBERIKAN
(RUPIAH)

SUBTOTAL (A.2)

TOTAL A = SUBTOTAL (A.1 - A.2)
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B. HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM NEGERI YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO

KODE
HARTA

NAMA
HARTA

TAHUN
PEROLEHAN

NILAI
NOMINAL
/NILAI
WAJAR
(RUPIAH)

INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA

LOKASI HARTA

NEGARA*

ALAMAT

ATAS
NAMA

NPWP

JENIS
DOKUMEN

NOMOR
DOKUMEN

JUMLAH/
KUANTITAS

SATUAN

KETERANGAN

SUBTOTAL (B.1)




B.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM

- 66 -

PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO

KODE
UTANG

JENIS
UTANG

TAHUN
PEMINJAMAN

NILAI YANG DAPAT
DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI PENGURANG
(Max 75% dari nilai
nominal/nilai wajar
masing-masing perolehan
harta untuk WP Badan
atau Max 50% dari nilai
nominal/nilai wajar
masing-masing perolehan
harta untuk WP Orang
Pribadi)

INFORMASI UTANG
LOKASI PEMBERI
UTANG
BENTUK

NAMA TERKAIT

PEMBERI| NPWP Pgl(\?ﬁgllggg(} PEROLEHAN A?XSSN KETERANGAN
NEGARA*| ALAMAT

UTANG HARTA DIBERIKAN

SUBTOTAL (B.2)

TOTAL B = SUBTOTAL (B.1) -

SUBTOTAL (B.2)
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C. HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (REPATRIASI) YANG BELUM
DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR
C.1. NILAI HARTA TAMB AHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

KODE
HARTA

NAMA
HARTA

TAHUN
PEROLEHAN

NILAI
NOMINAL/NILAI
WAJAR
(RUPIAH)

INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA

LOKASI HARTA

NEGARA*| ALAMAT

ATAS
NAMA

NPWP

JENIS
DOKUMEN

NOMOR
DOKUMEN

JUMLAH/
KUANTITAS

SATUAN

KETERANGAN

SUBTOTAL (C.1)




C.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM
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PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

KODE
UTANG

JENIS
UTANG

TAHUN

o PEMINJAMAN

NILAI YANG DAPAT
DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI PENGURANG
(Max 75% dari nilai
nominal/nilai wajar
masing-masing
perolehan harta untuk
WP Badan atau Max
50% dari nilai
nominal/nilai wajar
masing-masing
perolehan harta untuk
WP Orang Pribadi)

INFORMASI UTANG
LOKASI PEMBERI
UTANG
BENTUK
NAMA TERKAIT
PEMBERI| NPWP ngggggﬁ G PEROLEHAN A%E\JII\\:QN KETERANGAN
*)
NEGARA*| ALAMAT| UTANG HARTA DIBERIKAN

SUBTOTAL (C.2)

TOTAL C = SUBTOTAL (C.1) -
SUBTOTAL (C.2)
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D. HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (NON REPATRIASI) YANG
BELUM DILAPORK AN DALAM SPT PPh TERAKHIR
D.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO

KODE
HARTA

NAMA
HARTA

TAHUN
PEROLEHAN

NILAI
NOMINAL/NILAI
WAJAR
(RUPIAH)

INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA

LOKASI HARTA

NEGARA#| ALAMAT

ATAS
NAMA

NPWP

JENIS

DOKUMEN

NOMOR
DOKUMEN

JUMLAH/
KUANTITAS

SATUAN

KETERANGAN

SUBTOTAL (D.1)




D.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM
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PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO

KODE
UTANG

JENIS
UTANG

TAHUN
PEMINJAMAN

NILAI YANG DAPAT
DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI
PENGURANG
(Max 75% dari nilai
nominal/nilai wajar
masing-masing
perclehan harta untuk
WP Badan atau Max
50% dari nilai
nominal/nilai wajar
masing-masing
perclehan harta untuk
WP Orang Pribadi)

INFORMASI UTANG

LOKASI PEMBERI
UTANG

NEGARA*

ALAMAT

NAMA
PEMBERI
UTANG

NPWP

DOKUMEN
PENDUKUNG

TERKAIT
PEROLEHAN
HARTA

BENTUK
AGUNAN
YANG
DIBERIKAN

KETERANGAN

SUBTOTAL (D.2)

TOTAL D = SUBTOTAL (D.1) -

SUBTOTAL (D.2)

E. NILAI HARTA BERSIH

TOTAL

NILAI HARTA/NILAI HARTA BERSIH

E.1. TOTAL HARTA = SUBTOTAL (A.1) + SUBTOTAL (B.1) + SUBTOTAL (C.1) + SUBTOTAL (D.1)

E.2. TOTAL HARTA BERSIH = TOTAL A + TOTAL B + TOTAL C + TOTAL D

Catatan* ): Diisi dengan kode Negara sesuai tabel di bawah ini:
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No Nama Negara Kode
1 | Afghanistan AFG
2 | Aland Islands ALA
3 | Albania ALB
4 | Algeria DZA
S | American Samoa ASM
6 | Andorra AND
7 | Angola AGO
8 | Anguilla AIA
9 | Antarctica ATA
10 | Antigua and Barbuda ATG
11 | Argentina ARG
12 | Armenia ARM
13 | Aruba ABW
14 | Australia AUS
15 | Austria AUT
16 | Azerbajjan AZE
17 | Bahamas (the) BHS
18 | Bahrain BHR
19 | Bangladesh BGD
20 | Barbados BRB
21 | Belarus BLR
22 | Belgium BEL
23 | Belize BLZ
24 | Benin BEN
25 | Bermuda BMU
26 | Bhutan BTN
27 | Bolivia (Plurinational State of) BOL
28 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba BES
29 | Bosnia and Herzegovina BIH
30 | Botswana BWA
31 | Bouvet Island BVT
32 | Brazil BRA
33 | British Indian Ocean Territory (the) 10T
34 | Brunei Darussalam BRN
35 | Bulgaria BGR
36 | Burkina Faso BFA
37 | Burundi BDI
38 | Cabo Verde CPV
39 | Cambodia KHM
40 | Cameroon CMR
41 | Canada CAN
42 | Cayman Islands (the) CYM
43 | Central African Republic (the) CAF
44 | Chad TCD
45 | Chile CHL
46 | China CHN
47 | Christmas Island CXR
48 | Cocos (Keeling) Islands (the) CCK
49 | Colombia COL
S0 | Comoros (the) COM
51 | Congo (the Democratic Republic of the) COD
52 | Congo (the) COG
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53 | Cook Islands (the) COK
54 | Korea (the Republic of) KOR
55 | Korea (the Democratic People's Republic of) PRK
56 | Costa Rica CRI
57 | Cote d'Tvoire CIvV
58 | Croatia HRV
59 | Cuba CUB
60 | Curacao CUW
61 | Denmark DNK
62 | Djibouti DJI
63 | Dominican Republic (the) DOM
64 | Dominica DMA
65 | Egypt EGY
66 | El Salvador SLV
67 | United Arab Emirates (the) ARE
68 | Ecuador ECU
69 | Eritrea ERI
70 | Spain ESP
71 | Estonia EST
72 | United States of America (the) USA
73 | Ethiopia ETH
74 | Falkland Islands (the) [Malvinas] FLK
75 | Faroe Islands (the) FRO
76 | France FRA
77 | French Guiana GUF
78 | French Polynesia PYF
79 | French Southern Territories (the) ATF
80 | Gabon GAB
81 | Gambia (the) GMB
82 | Georgia GEO
83 | Germany DEU
84 | Ghana GHA
85 | Gibraltar GIB
86 | Greece GRC
87 | Greenland GRL
88 | Grenada GRD
89 | Guadeloupe GLP
90 | Guam GUM
91 | Guatemala GTM
92 | Guernsey GGY
93 | Guinea GIN
94 | Guinea -Bissau GNB
95 | Guyana GUY
96 | Haiti HTI
97 | Heard Island and McDonald Islands HMD
98 | Holy See (the) VAT
99 | Honduras HND
100 | Hong Kong HKG
101 | Hungary HUN
102 | Iceland ISL
103 | India IND
104 | Indonesia IDN
105 | Iran (Islamic Republic of) IRN




